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     
Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 
 Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi 
Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Gowa” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  (S.H) 
dengan baik dan benar. 
 Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar 
Muhammad saw. Yang sangat berjasa membawa ummat ke jalan Dienul Islam. 
Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang 
diutus kepada penghuni alam semesta, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari 
cahaya penebus kejahilan gelap gulita sehingga atas dasar cinta kepada beliaulah 
penulis mendapat motivasi yang besar untuk menuntut ilmu. 
Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas 
akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta 
mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimbah ilmu di bangku 
perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada 
umumnya. Berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi–tingginya, khususnya kepada kedua orangtuaku yang sangat penulis hormati 
dan cintai, Bapak Supriyadi dan Ibunda tercinta dan tersayang Karsiyem, yang telah 
memberikan kasih sayang yang tak terhingga, hingga berjuang dalam menafkahi 





melewati masa-masa sulit selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Dan untuk 
saudaraku terkasih dan tersayang Nidia Mersy S, Anisa Triyaning Wahyuni S, dan 
Muhammad Dzaki Mukhlisin S serta Keluarga besarku, terima kasih penulis haturkan 
karena telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, motivasi 
serta memberi dukungan, baik secara materil maupun spiritual sampai 
terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang 
sebesar–besarnya saya sampaikan kepada:  
1. Ayahanda Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin 
Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang memberikan kesempatan mengecap 
getirnya kehidupan kampus UIN, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus 
insan akademisi. 
2. Ayahanda Prof. Dr. Darusalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 
serta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum. 
3. Bapak Dr. H. Supardin, M.Hi. beserta ibu Dr. Hj. Fatimah, M.Ag. selaku 
Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin 
Makassar; 
4. Bapak  Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Hartini 
Tahir, M.Hi, selaku pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktunya 
untuk mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini 
terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya, 
yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat 





6. Segenap Dosen-dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah mendidik, 
membimbing, mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. 
Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di 
dunia dan di akhirat. Aamiin. 
7. Bapak kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dan jajarannya serta 
masyarakat Pattallassang yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk 
dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
8. Serta seluruh teman-teman Peradilan Agama angkatan 2012 yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu yang sedikit banyaknya memberikan ide dalam 
penulisan skripsi ini sehingga  dapat berkembang, khususnya kepada sahabat-
sahabatku Hasnah, Dita Mardiah Novita. B, A. Absarita, Syamsidar, Nur 
Khaerati Samad, Sry Irnawati, Haerani, dan Hardianti Haeba, juga tak lupa 
kepada teman-teman KKNP angkatan VI khususnya posko 1 Desa Jonjo Kec. 
Parigi Kabupaten Gowa yang saya cintai dan saya banggakan  berkat 
dukungan penuh dan menjadi inspirator serta inisiator penulis. 
9. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih banyak seseorang yang telah 
menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang serta setia menemani 
selama proses penulisan skripsi ini  
10. Kepada sahabatku “Fourhead” yang selama ini membantu dan member 
semangat agar penulis menyelesaikan studi untuk menyelesaaikan skripsi ini. 
11. Serta kepada Abd Rahman Azis, Reza Rahmat Yamani, dan Gunung Sumanto 






12. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih banyak seseorang yang telah 
menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang serta setia menemani 
selama proses penulisan skripsi ini. 
13. Kepada kakak-kakak senior angkatan 2011 yang telah banyak membantu 
memberikan reverensi dan banyak memberikan pengetahuan. 
 Penulis menyadari dan meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat 
mengharapkan bimbingan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis 
agar nantinya penulis lebih baik lagi dalam menyajikan suatu pembahasan. 
Amiinn Yaarobbal Alamiiinn…… Akhir kata Billahitaufiqwalhidayah 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 




ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  






Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
ِا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
 
 ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau y  
 
   a dan garis di atas 




و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ىمر : ram  
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 




maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 






الله نيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
 هللا ةمحر يفمه   hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: Wa m  Muḥammadun ill  rasūl. 
 
ABSTRAK 
Nama : Ririn Anggreany 
Nim : 10100112036 
Judul :  Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Islam 
terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ? Pokok 
masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) 
Bagaimana persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa ?, 2) Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya 
peristiwa pernikahan dini pada masyarakat Pattallassang ?, 3) Apa faktor penyebab 
terjadinya persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini ? 
Jenis Penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah :pendekatan normatif  (syar’i), yuridis dalam memahami situasi apa 
adanya dan pendekatan sosial-culture yang ada di Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Gowa tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala Desa, tokoh 
agama dan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan 
adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil yang di capai dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa dalam persepsi 
masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang 
disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika 
seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 
1 Tahun 1974. 2) Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini 
adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik 
terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-
masing. Alasan mereka menikah dini karena dengan menikah di usia dini dapat 
meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat, belajar memikul tanggung 
jawab di usia dini dan terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina. Serta kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan karena melangsungkan 
pernikahan dini. 3) Adapun faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap 
pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, 
faktor pendidikan dan faktor hamil diluar nikah. Salah satu faktor terjadinya 





A. Latar Belakang Masalah 
Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan 
sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan 
seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab 
pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia. Berikut ini, pengertian 
dari perkawinan yaitu : 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia 
dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa
1
 
Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara 
laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 
keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam, Firman 
Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi: 
                        
                               
          
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Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) 
nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyaK. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2
 
Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya 
adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan 
raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. 
Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang 
mengatakan bahwa: 
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun
3
 
 Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa : 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan  
dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 
sekurang kurangnya berumur 16 tahun. 
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 
izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
4
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Dengan adanya batasan umur  ini   pada dasarnya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak 
menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Penulis menilai nikah di 
bawah umur yang di maksud jika di kaitkan dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bukan karena belum baligh atau belum 
mencapai umur dewasa seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa : 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
5
 
Tetapi makna di bawah umur lebih cenderung pada batasan yang ditentukan 
oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 
(1) di atas. 
Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi 
warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah 
memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang 
memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah 
tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini agar tujuan 
pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud. 
Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, 
maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan 
kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang 
belum mencapai batas umur minimal tersebut. 
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Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan 
karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. 
Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin 
kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.
6
 
Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas 
ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal 7 ayat (2) 
dinyatakan bahwa : 
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak 
pria atau pihak wanita.
7
 
Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa 
pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang 
dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan 
melakukan pernikahan.  
Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) 
Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan 
dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan 
alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan 
memperbolehkannya. 
Di kalangan masyarakat timbul pro dan kontra dengan berbagai macam 
alasan, ada sebagian masyarakat  yang menilai nikah di bawah umur adalah hal yang 
wajar,  dengan alasan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari nikah di bawah 
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umur,  penolakan terhadap nikah di bawah umur seolah-olah menafikan agama atau 
alasan lain. Di lain pihak penolakan terhadap nikah di bawah umur juga dengan 
berbagai macam alasan misalnya, mengalami masalah dalam hal pendidikan seperti 
putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang tua yang baik, jika tidak siap mental akan 
menjadi penyabab mudahnya perceraian. 
Fenomena nikah di bawah umur mungkin terjadi di berbagai daerah. Begitu 
juga di Kecamatan Pattallassang, nikah di bawah umur bukan lagi hal yang aneh 
tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-
Undang sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk 
menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkkan oleh Undang-
Undang itu sendiri. Bahkan masyarakat sampai mengenyampingkan fakta bahwa 
kasus perceraian di pengadilan banyak didominasi oleh dispensasi nikah. 
Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah di bawah umur, yang 
menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di 
bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi persepsi 
dikalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia dini. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Identifikasi dan pembatasan masalah disini digunakan peneliti untuk 
memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah 
pada penelitian ini adalah lebih menfokuskan terhadap, persepsi dikalangan 
masyarakat Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk menikahkan anaknya 
pada usia dini  dimana yang menjadi fokus utamanya ialah Bagaimanakah Persepsi 
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Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Gowa ditinjau. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah 
ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang 
dimaksud adalah : 
1. Persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, 
arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang dilihat, didengar, 
atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah 
laku atau disebut sebagai perilaku individu.8 
2. Pernikahan Usia Dini, merujuk kepada defenisi pernikahan secara umum 
yakni ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Usia dini 
yang dikategorikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 
Tahun 2012 adalah mereka yang beum berusia 18 tahun. Sehingga 
pernikahan usia dini adalah ikatan lahir batin anak di bawah usia 18 tahun 
baik laki-laki maupun perempuan.
9
 
Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu melihat praktek 
pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok 
masalah adalah “Bagaimana Pereepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di 
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih 
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fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang 
sesuai dengan judul di atas yaitu: 
1. Bagaimana persepsi masyarakat Islam Pattallassang terhadap pernikahan 
usia dini? 
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini pada 
masyarakat Pattallassang? 
3. Apa Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat 
Pattallassang? 
D. Kajian Pustaka. 
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, 
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang 
terealisasinya proposal skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada 
kaitannya dengan proposal skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk 
menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri 
beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang 
berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu: 
1. Usia Ideal untuk Kawin,“Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah”, 
Oleh H. Andi Syamsu Alam : Buku ini menguraikan tentang syarat-syarat usia 
ideal dalam melaksanakan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, 
mawaddah, warohmah. Sedangkan dalam tulisan ini, penulis lebih fokus 
terhadap pernikahan dini dalam hukum Islam. 
2. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Oleh Ahmad Rofiq. Buku ini lebih fokus 
menguraikan materi Hukum Perkawinan Islam yang sedikit banyaknya 
menjelaskan tentang pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 
dalam tulisan ini penulis lebih fokus terhadap persepsi masyarakat Islam 
terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 
3. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin. 
Buku ini menguraikan tentang muatan hukum dalam sebuah ikatan 
perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas Mazhab fiqhi. Sedangkan 
dalam tulisan ini, penulis lebih fokus terhadap persepsi masyarakat dalam 
mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa. 
E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah: 
a. Mengetahui persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan usia 
dini. 
b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa 
pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang. 
c. Mengkaji persepsi masyarakat tentang faktor penyebab terjadinya 
pernikahan usia dini  
Kegunaan penelitian sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoretis 
Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, 
dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah pernikahan 
khususnya masalah nikah di bawah umur. Selain itu  skripsi ini 
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diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang 
dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa fakultas 
syari’ah dan hukum, pemerintah, maupun masyarakat serta berguna 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam rangka 
mengembangkan analisa tentang akibat hukum perkawinan dini. 
2. Kegunaan praktis 
a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai 
permasalahan pernikahan dini. Dapat memberikan sumbangan 
pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah 
pernikahan khususnya keluarga yang melakukan nikah usia dini. 
Sehingga bisa memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan 
jika melakukan pernikahan di bawah umur. 
b. Sebagai informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam 
penyelesaian naskah skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi 
untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada 
Jurusan Peradilan agama. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 
Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. 
Selain itu pernikahan dinilai tidak  hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk 
mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk 
memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga 
Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup 
berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan. Beberapa hal yang berpengaruh 
dalam memberikan arti dari nikah diantaranya : Sistem hukum, keyakinan atau bisa 
juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. 
Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan 
konsep nikah menurut hukum Islam.  
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata 
nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan 
untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
1
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara 
laki-laki  dan perempuan untuk menjadi suami Isteri secara resmi.
2
 
Sedangkan menurut istilah syara’ terdapat beberapa definisi, diantaranya: 
Perkawinan menurut syara’ yaitu aqad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan 
bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-
senangnya perempuan dengan laki-laki. 
Perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.
3
 
Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih 
luas, yaitu Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 
keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan 




Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab: 
Menurut Hanafiah,’ nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan 
mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan 
seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut 
secara syar’i. 
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Dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:  “Akad atau 
perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan 
menggunakan lafad nakaha atau zawaja”. 
Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan 
di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan 
suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad 
tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.
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Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada 
prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada 
makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. 
Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) 
dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut: 
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau 




Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah
7
  
Jadi prinsipnya pergaulan antara suami Isteri itu hendaklah :  
a) Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga 
rahasia   masing-masing. 
b) Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).  
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c) Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama  di 
masa muda). 
d) Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama 
setelah  masa tua.  
Serta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
bahwa yang di maksud pernikahan adalah :  ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 
Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 
Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka terdapat lima unsur yang terkandung  
didalamnya, yaitu: 
a. Ikatan lahir batin.  
Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya 
tetapi juga pada batiniyahnya. 
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita. 
Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal 
pernikahan sesama jenis. 
c. Sebagai suami Isteri. 
Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan 
wanita yang disebut dengan pasangan suami Isteri. 
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d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 
Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri 
atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan 
masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat 
hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, 
sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan 
kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan 
dalam perkawinan. 
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sesuai dengan sila pertama dalam pancasila, maka perkawinan 
mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga 
pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.  
Dari rumusan pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga 
mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia. 
Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan anak itu dibawah 
18 tahun. 
Sedangkan hukum nikah ada 5 yaitu : 
1) Jaiz, setiap pria dan wanita Islam boleh memillih mau menikah atau tidak 
menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak 





2) Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan 
dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup 
sebagai suami-isteri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi 
mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin 
hidup tanpa suatu perkawinan. 
3) Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan 
terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau 
wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka mereka 
berkewajiban segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak 
segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui 
keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab 
perbuatannya berdosa. 
4) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah. 
5) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. 
Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu 
perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, 




B. Rukun dan Syarat Pernikahan 
Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat 
pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan  (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu. 
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Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian   
pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.   
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan 
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak 
ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa 
rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 
unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya 
dan tidak merupakan unsurnya. 
Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 
untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti 
tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
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Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan, 
diantaranya :   
1. Adanya calon suami dan Isteri yang akan melakukan perkawinan   
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 
3. Adanya dua orang saksi                 
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4. Adanya shighot akad nikah, yaitu  ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
11
   
Pendapat lain tentang Rukun nikah adalah sebagai berikut: 
1) Adanya calon suami dan Isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i 
untuk menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan suatu 
pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram 
dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan 
penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. 
Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita 
yang akan dinikahinya seorang muslimah. 
2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan 
posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” 
(“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” 
(“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”). 
3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang 
mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu 
Hadzat Tazwij” (Aku terima pernikahan ini) atau “Qabiltuha.” 
Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini 
yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti Firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Ahzab/33:37 
yang berbunyi : 
                 
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Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap Isterinya 




Dan firman Allah swt. Q.S Al-Nisa/04:22 yang berbunyi : 
                           
             
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 
dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
13
 
Lafadz tazwij dan lafadz nikah. Namun penyebutan dua lafadz ini dalam Al-
Qur`an bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh 
lafadz yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula murid 
beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah 
bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan 
harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, 
selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan 
pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari 
mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan 
menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.
14
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Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa 
dilihat beberapa pendapat berikut ini :  
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 
a. Wali dari pihak perempuan 
b. Mahar (maskawin) 
c. Calon pengantin laki-laki 
d. Calon pengantin perempuan. 
e. Sighat akad nikah. 
Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 
a. Calon pengantin laki-laki. 
b. Calon pengantin perempuan. 
c. Wali. 
d. Dua orang saksi. 
e. Sighat akad nikah. 
Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu 
akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). 
Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: 
a. Sighat (ijab dan qabul). 
b. Calon pengantin perempuan. 
c. Calon pengantin laki-laki. 




Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon 
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti 
terlihat di bawah ini: 
a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-
laki dan mempelai perempuan. 
b. Adanya wali. 
c. Adanya dua orang saksi. 
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.15 
Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pandangan, misalnya : pendapat dari 
Muktabah Abu Salmah Al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat 
nikah. Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu: 
a. Menyebutkan secara jelas (ta’yin) masing-masing kedua mempelai dan 
tidak cukup hanya mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan anak saya” 
apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Atau dengan 
mengatakan: “ Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki 
anda” padahal ada lebih dari satu anak laki-lakinya. Ta’yin bisa dilakukan 
dengan menunjuk langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan 
namanya, atau sifatnya yang dengan sifat itu bisa dibedakan dengan yang 
lainnya. 
b. Kerelaan kedua calon mempelai. Maka tidak sah jika salah satu dari 
keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadits : “Perempuan janda 
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lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan 
dikawinkan oleh bapaknya”. (HR. daruqutni)16. 
c. Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang 
wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Di 
antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya 
perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih 
sesuatu yang paling maslahat bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah 
dalam Al-Qur’an tentang masalah pernikahan, ditujukan kepada para wali: 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu” (QS. al-
Nuur/24:32) “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka” 
(QS. al-Baqarah/02:232) dan ayat-ayat yang lainnya. 
d. Wali bagi wanita adalah: bapaknya, kemudian yang diserahi tugas oleh 
bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya 
yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke 
bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki 
sebapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 
kemudian sebapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, 
kemudian pamannya yang sebapak dengan bapaknya, kemudian anaknya 
paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli 
waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang 
budak ) kemudian baru hakim sebagai walinya. Adanya saksi dalam akad 
nikah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir: "Tidak sah 
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Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. 
Imam Tirmidzi berkata: “Itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para 
Tabi’in, dan para ulama setelah mereka. Mereka berkata: “Tidak sah menikah tanpa 
ada saksi”. Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini diantara mereka. Kecuali 
dari kalangan ahlu ilmi Muta’akhirin (belakangan).18 
Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 antara lain :   
1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 
2 ayat (1). 
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, pasal 2 ayat (2). 
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai Isteri harus  
mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2). 
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 
21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). 
5. Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan 
dalam Undang-Undang pasal 6 ayat (2-5). 
6. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), 
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ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat 
dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan 
selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.   
7. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila 
hukum mementukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan 
paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.  
Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 
disebutkan bahwa : 
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.  
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) ini dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 
atau pihak wanita.  
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga 
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
19
 
Persetujuan kedua calon adanya indikasi bahwa pernikahan tidak boleh 
didasari oleh paksaan. Paling tidak memberikan isyarat emansipasi wanita sehingga 
wanita boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya, jadi pernikahan 
bukanlah sebuah paksaan melainkan sebuah kerelaan.  
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C. Prinsip Pernikahan yang Tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. 
a. Prinsip Sukarela 
Sebagaimana yang tercantum didalam Bab II pasal 6 ayat (1) bahwa: 
Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan  maksud agar 
suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 
dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun wanita keduanya punya hak untuk 
memilih pasangan hidup. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua 
calon suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pasal tersebut 
menjamin tidak adanya kawin paksa. 
b. Prinsip Partisipasi Keluarga 
Pernikahan tidak hanya hubungan antara dua individu tetapi juga 
mempertimbangkan hubungan keluarga kedua belapihak, keterlibatan pihak keluarga 
sangat penting. Oleh karena pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang 
sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah 
dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan tetap 
mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam pernikahan. 
Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam 
konteks hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, membuktikan arti 
penting dari prinsip partisipasi keluarga ini. Demikian pula dengan keharusan ada izin 
dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, disamping keharusan 






c. Prinsip Mempersulit Perceraian  
Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, selain itu pernikahan juga 
memiliki nilai yang sakral. Sehingga persoalan pernikahan tidak boleh hanya  
dijadikan sebagai sarana hubungan seksual. Maksud dan tujuan asas ini adalah untuk 
mempersulit penjatuhan talak, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki 
diatas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan kuat 
dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga Allah sangat tidak menyukai 
orang-orang yang melakukan perceraian. 
d. Prinsip monogami  
Asas penting lain yang dianut sistem Undang-Undang Perkawinan pada 
umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang 
laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Selain itu Islam tidak 
mengenal istilah poliandri atau seorang wanita bersuamikan lebih dari satu. Hukum 
Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya memberi 
kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan 
alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-
syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan isteri 
atau isteri-isteri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh 
izin dari pengadilan yang berwenang. 
e. Prinsip kedewasaan  
Pernikahan sangatlah bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan 
manusia, tetapi tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa ada batasan, salah satu 




dari jasmani maupun rohaninya. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut 
prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad 
pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), 
sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan 
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Berkenaan 
dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan 
batas umur yang akan melakukan pernikahan. 
f. Prinsip Menjaga dan memelihara derajat kaum wanita 
Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan Isteri haruslah menjadi 
pertimbangan dalam pernikahan. Maksud dan tujuan dicantumkannya asas ini adalah 
untuk memperjelas sekaligus mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum 
perempuan (isteri/ibu) dibalik pencantuman kewajiban-kewajiban yang dibebankan 
kepada kaum laki-laki (suami/ayah).  
Berdasarkan analisa di atas, jalinan kerjasama dan keserasian hubungan antara 
laki-laki (suami/ayah) dengan perempuan (isteri/ibu) dalam mewujudkan keluarga 
(rumah tangga) sakinah yang dicita-citakan setiap keluarga muslim. 
Sebagaimana firman Allah swt. Q.S al-Nisa/04:34 yang berbunyi :  
                       
                        
                          





Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
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g. Prinsip legalitas 
Asas legalitas pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib 
dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Selain berfungsi sebagai tertib 
administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara masing-masing, asas 
legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan 
kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di sebuah negara.  
Lebih dari itu, asas legalitas dalam perkawinan seyogyanya tidak dipahami 
dalam konteks administratif saja, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum 
normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut 
menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki 
dan perempuan. Dengan penerapan asas legalitas yang lebih maksimal, kemungkinan 
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h. Prinsip selektivitas 
Prinsip selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan 
siapa seseorang boleh melakukan pernikahan, dan dengan siapa pula dia dilarang 
(tidak boleh) menikah.  
Diantara sejumlah larangan pernikahan itu antara lain : 
1) Larangan perkawinan karena hubungan nasab; 
2) Larangan perkawinan dengan saudara tertentu yang memiliki hubungan darah 
terlalu dekat; 
3) Larangan perkawinan karena hubungan susuan; 
4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda; 
5) Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah dili’an; 
6) Larangan perkawinan poliandri; 
7) Larangan perkawinan dengan bekas isteri yang telah ditalak ba’in kubra. 
8) Larangan poligami yang melebihi empat orang. 
9) Larangan perkawinan dengan pezina (laki-laki/perempuan); 
10) Larangan perkawinan dengan orang musyrik (musyrikah); 
11) Larangan perkawinan dengan orang yang beda agama. 
D. Hikmah dan Tujuan  Pernikahan 
Pada hakikatnya perintah itu memiliki tujuan yang mulia dan penuh barakah. 
Allah swt. mensyari’atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi 
manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia itu. 
Sesuai  fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks. 




penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Firman Allah swt. Q.S 
Ali- Imran/03:14 yang berbunyi: 
                     
                                 
         
Terjemahnya: 
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah 





Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi beberapa hikmah dalam pernikahan : 
1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, 
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu 
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan 
secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan 
jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.  
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya 
ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali 
harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah 
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maka nikah disyariatkan, sehingga kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia 
semakin makmur.  
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan 
dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam 
pekerjaan. 
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 
dikasihi. Adanya Isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. 
Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur 
kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan 
sendi penting bagi kesejahteraannya. 
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk 
menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan 
yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila 
keutamaan dilanggar, maka datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan 
kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan 
melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa 
diragukan lagi, akan merusak peraturan alam. 
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya 
terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. 
Seorang laki-laki yang tidak mempunyai Isteri tidak mungkin mendapatkan 
anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama 
manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia. 
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat sedikit. Pernikahan 




8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang 
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih 
meninggalkan anak dan Isteri, mereka akan mendo’akannya dengan kebaikan 
hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang 
shaleh merupakan amalannya yang tetap dan masih tertinggal meskipun dia 
telah mati. 
Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut: 
 ٍنلِعَْوأ َِتيِراَجٍَتقَدَص:ٍثََلَث ْنِهََّلاا َُولَوَع َعََطقِْنا َمََدا ُنْبا َثاَهاَذِا  َُعَفتُْني 
)ةريرى يبا نَع نلسه هاور( َُولْوُعَْدي ِحِلاَصٌَدلَوْوأ ِِوب 
Artinya:  
Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga 
perkara, shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh 
yang mendo’akannya. (HR. Muslim)22  
Adapun tujuan dalam pernikahan diantaranya :  
a. Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rasul 
Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan 
yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi 
juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasululullah memerintahkan kepada 




Allah swt. berfirman dalam Q.S Ar-Rad/13:38: 
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                              
                 
Terjemahnya : 
Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak 
bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan 
izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab. 
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b. Untuk mencari ketenangan dalam hidup 
Ketika seseorang sudah dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, 
kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah 
menjadi sunnatullah ada keinginan untuk membina rumah tangga.  
Hal semacam ini akan menjadi jawaban terhadap kegelisahan ini. Karena 
pernikahan akan memberikan rasa kenyamanan jika dilakukan dengan 
kesungguhan. Sehingga Rasulullah memberikan kepada kita contoh 
bagaimana membina hubungan dengan melalui ikatan yang sah yaitu 
pernikahan.  
Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawadddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh 
ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam 
Q.S ar-Ruum/30:21 yang berbunyi: 
                          
                
Terjemahnya : 
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Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 




c. Untuk menyambung silaturahmi 
Adam a.s. adalah manusia ciptaan Allah yang pertama kemudian menciptakan 
Siti Hawa sebagai pasangannya. Setelah itu manusia berkembang menjadi 
berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam.  
Mereka semakin menjauh dari lokasi asal nenek moyangnya, membentuk 
kelompok bangsa sendiri yang menyebabkan perubahan, peradaban bahasa, 
dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal satu sama lainnya.  
Islam datang dengan memberikan pemahaman dalam menyambungkan ikatan 
yang sah, itulah pernikahan. Dengan pernikahan membuat seseorang bisa 
memiliki hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal baginya. Selain 
itu hubungan tersebut tidak hanya pada  dua orang tetapi juga dua keluarga. 
d. Untuk memperoleh keturunan 
Dalam kerangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan 
sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensi kehidupan manusia 
di dunia ini bisa terus berlanjut. Pernikahan sebagai salah satu institusi agama 
sudah barang tentu memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi. Tidak 
bisa dinafikan bahwa generasilah yang akan melanjutkan proses kehidupan 
selanjutnya, perkembangan generasi tidak hanya pada manusia seperti halnya 
dengan binatang ataupun tumbuhan, selalu berkembang dan bertambahnya 
                                                             
25




keturunan sampai berakhirnya dunia. Sama halnya dalam menciptkan generasi 
haruslah punya ikatan hubungan yang sah dan legal, sehingga ada kejelasan 
keturunan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini brdasarkan firman Allah swt. 
dalam Q.S al-Nahl/16:72 yang berbunyi: 
                          
                          
 
Terjemahnya : 
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
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e. Menjaga diri dari Larangan Agama 
Islam adalah agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan 
keselamatan dunia maupun akhirat. Islam juga solusi mutlak terhadap permasalahan 
kehidupan. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan tersendiri, punya batas 
dan norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat 
memprihatinkan, sehingga tidak sedikit di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal 
negatif. Hamil di luar nikah, anak tanpa bapak serta aborsi yang dilakukan wanita. 
Maka dari itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan tuntunan 
dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan agama. 
Hubungan yang awalnya dilarang maka akan menjadi halal, itulah pernikahan. 
Rasulullah saw bersabda: 
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 ْسَه ِنْب ِالله ِدْبَع ْنَع َاي ْنَّلَس َو ِوَْيلَع ُالله ّيلَص ِالله لُسَر َلَاق ُوْنَع ُالله َيِضَر ٍدْوُع
 ُنَصَْحا َو ،ْرََصبْلِل ُّضََغا ُوَِّنإف ْج َّوََزَتيَْلف َةَءَابْلا ُُنقْنِه َعَاَطتْسا ِنَه،ِبَاب َّشلاَرَشْعَه
 َِّنَإف،ِمْوَصلِاب ِوْيِلََعف ْعَِطتَْسي َْنل ْنَهَو،ِجَرفْلِل ٌءاَجِو َُول ُو    
Artinya :  
Abdullah bin mas’ud RA menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda,” wahai 
para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, 
hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan itu bisa lebih menundukkan 
pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka 
hendaknya dia berpuasa karena hal itu bisa meredang syahwat.
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 Bisa dipahami bahwa pengaruh akan pergaulan pada masa remaja sangatlah 
memprihatinkan terutama bagi pemuda karena itu Rasulullah saw memberikan kita 
tuntunan dalam memelihara dan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan hidup, 
keluarga dan masa depan kita. 
Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 adalah bisa dilihat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa : 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
28
  
Dalam pasal  tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Pernikahan adalah hubungan yang sah antara dua pribadi yang berbeda bahwa 
ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi 
kedua-duanya harus terpadu erat. Yang diperhatikan bukan hanya pada ikatan 
lahiriyah tetapi juga pada ikatan batinnya selain itu kata keluarga atau 
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hubungan yang dibenarkan hanya antara wanita dan laki-laki tidak dibenarkan 
adanya ikatan sesama jenis.  
Sehingga pernikahan yang diakui oleh hukum hanya laki-laki dengan wanita. 
Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan ditandai dengan 
adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 
bersama sebagai suami Isteri. 
2. Pernikahan merupakan pergaulan yang dibenarkan dan membentuk  keluarga 
yang bahagia, makna keluarga  disini merupakan ikatan suami Isteri yang 
saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga 
kepentingan keturunan juga keluarga masing-masing. 
3. Hubungan antara kedua individu untuk selama-lamanya atau kekal. 
Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan 
hanya pada kebutuhan lahiriyahnya tetapi juga pada kepentingan batiniyah, yang pada 
dasarnya dalam pernikahan selalu di bawah tuntunan agama sesuai aturan dan 
perintah Allah swt. 
Bebas dan tanpa batas dalam menciptakan hubungan adalah hal yang dilarang 
oleh agama, hal ini disesalkan karena kita manusia tidak sama dengan binatang, yang 
hanya mementingkan kepentingan jasmaninya. 
Hubungan bebas tanpa batas akan menimbulkan kerugian bagi kedua individu 
dan juga bagi keluarganya. Oleh karena itu, dengan melangsungkan pernikahan akan 




E. Aspek-Aspek Pernikahan Dini 
Bahwa Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perkawinan 
tersebut seolah-olah membuat Undang-Undang Pernikahan tersebut menjadi tidak 
tegas karena dengan demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1974 sesungguhnya tidak melarang pernikahan di bawah umur jika agama dan 
kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain, yang artinya secara tidak 
langsung batas usia minimum untuk melaksanakan suatu pernikahan dapat 
dikompromikan atas dasar suatu keyakinan/kepercayaan. Celah hukum seperti inilah 
yang mungkin dapat dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari 
dilakukannya pernikahan di bawah umur tersebut. 
Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, mengenai batas usia dewasa 
untuk melangsungkan pernikahan bagi orang yang beragama Islam (Muslim) adalah 
21 tahun, batas usia dewasa untuk melakukan pernikahan tersebut diatur dalam Bab 
XIV tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) yang berbunyi: 
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 




Oleh karena itulah pernikahan adalah satu-satunya syariat Allah yang 
menyiratkan banyak aspek di dalamnya. Diantara aspek-aspek tersebut adalah: 
a. Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi 
generasi. 
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b. Aspek sosial, melalui pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik 
sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif 
karena adanya tanggung jawab yang timbul sebab ada pernikahan. 
c. Aspek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada Allah karena mengikuti 
Sunnah rasul. 
d. Aspek moral, ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan dalam 
menyalurkan libido seksualitas, karena manusia harus mengikuti aturan atau 
norma-norma agama sedangkan hewan tidak. 
e. Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya manusia 
primitive dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitif mungkin 
terdapat aturan-aturan pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturan-
aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu 
menunjukkan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.
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Bagi penulis, paling tidak dari berbagai aspek yang telah disebutkan haruslah 
menjadi pertimbangan yang penting bagi siapapun yang ingin melakukan pernikahan. 
Unsur yang dipenuhi yaitu jasmani dan rohani. Janganlah menilai pernikahan semata-
mata pemenuhan biologis padahal yang tidak kalah penting adalah nilai kesakralan 
dalam pernikahan juga ada. 
Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, dalam setiap 
ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan 
meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi 
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manusia untuk mengagungkan dan Pernikahan memiliki nilai tanggung jawab yang 






Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut: 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat 
penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai 
dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan 
pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari 
jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana 
penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 
ditentukan. 
Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung 
terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun 
informan yang lain terhadap pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 
set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 




gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau 
menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang ada di Kecamatan Pattallassang 
tentang nikah di bawah umur. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah 
yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya 
dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas 
perkara. 
Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 
gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi 
tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di 
balik fenomena yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat 
memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian. 
b. Lokasi Penelitian 
Lokasi  penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Pattallassang, 
Kabupaten Gowa. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut sejuah 
penilaian peneliti masih banyak  terjadi dilakukannya praktek pernikahan di bawah 
umur atau masih terlalu  muda untuk melakukan pernikahan. Alasan lain pemilihan 
desa tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung, 




membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping 
membantu mempermudah perolehan data.  
B. Pendekatan Penelitian. 
Dalam hal ini peneliti berusaha berusaha membahas objek penelitian  dengan 
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa 
adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis 
penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami 
secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. 
Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa, mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di 
masyarakat khususnya para remaja ini, merupakan gejala sosial kemasyarakatan jika 
sering kita dengar adanya pernikahan yang dilangsungkan berawal dari pergaulan 
dengan lawan jenis dan hubungan seks bebas. 
Berangkat dari permasalahan yang muncul dari fenomena-fenomena yang 
terjadi di dalam masyarakat, terkait dengan pernikahan di bawah umur, maka dalam 
penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh 
masyarakat  serta informan lain yang dianggap penting terhadap pernikahan di bawah 
umur di Kecamatan Pattallassang dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat 
dari nikah di bawah umur. 
Salah satu faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah hamil di luar nikah 
yang berawal dari pergaulan bebas atau zina. Sehingga permasalahan ini 




menyimpang ini tidak semakin meluas dan merebak baik dari segi agama maupun 
dari norma-norma hukum yang ada. 
Nikah di bawah umur jika melakukan pendekatan secara yuridis, merupakan 
bentuk pendekatan terhadap nilai hukum dan agama. Yang berarti menyaksikan 
dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang selanjutnya dihadapkan dari 
segi hukum dan agama. 
C. Sumber Data. 
Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Sesuai 
dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber 
data adalah : 
a. Data Primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan cara-cara seperti interview, Pada penelitian ini penulis 
memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang 
diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan 
informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni pasangan suami-isteri 
yang telah melangsungkan pernikahan pada usia dini. Sedangkan yang 
menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, Staf KUA Kecamatan 
Pattallassang, Pemerintah Desa maupun orang tua atau wali dari pelaku  nikah 
di bawah umur. 
b. Data Sekunder berarti data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari  peraturan perundang-undangan yang 




hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan 
perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam 
melangsungkan pernikahan. Atau Penelusuran terhadap bahan kepustakaan 
yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, 
pandangan para ahli yang membahas masalah akibat hukum pernikahan di 
bawah umur. 
D. Teknik Pengumpulan Data. 
Dalam penelitian teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena 
untuk mendapatkan data yang akurat  selain itu tanpa teknik pengumpulan data 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a) Pengamatan (Observasi) 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya 
pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. 
Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 




Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut 
spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place 
(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitis). 
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Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara 
lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-
pendapat mereka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh 
masyarakat, baik tokoh agama, tokoh penggerak pemuda maupun tokoh 
Pemerintahan di Kecamatan Pattallassang dengan tujuan untuk menggali opini 
atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pernikahan di 
bawah umur. 
c) Dokumen 
Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
E. Instrumen Penelitian. 
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut 
peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di 
masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah 
peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap 
pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 
diteliti, kesiapan peneliti untuk obyek penelitian. 
Peneliti sebagai instrument penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, 




peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas 
temuannya. 
Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode 
penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan alat ukur yang membantu dalam 
proses penelitian. Adapun alat yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan dan alat 
tulis yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau para informan, 
dengan mencatat segala percakapan dengan sumber data.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan analisis data merupakan proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-
bahan lain Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. 
Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan: 
a. Edit (Editing)  
Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalan yang ditemui. Sebelum data 
diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data 
atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada 
hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari pada 
editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di 
dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. 
b. Klasifikasi (Classifying) 
Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan 
mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau 




tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari responden dan 
para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah 
karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi 
data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang 
penting. 
c. Verifikasi (Verifying) 
Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini 
untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di teliti kembali 
agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan 
konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. 
Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti 
tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan 
keterangan yang obyektif. 
d. Analisis (Analysing) 
Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta 
menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam 
penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data 
yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan 
metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian 
dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  
Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui 
wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai 




untuk menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari 
hasil penelitian tentang pernikahan di bawah umur. 
e. Kesimpulan (Conclucing) 
Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yaitu, 
pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk 
mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses 
penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada tahap 
ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang 
kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami 





A.  Gambaran Umum Kecamatan Pattallassang 
1. Letak dan Luas Wilayah 
Secara geografis Kecamatan Pattallassang berada di Kabupaten Gowa 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 
Bagian Utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros 
Bagian Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parangloe 
Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu 
Bagian Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu 
Sebagian besar topografi wilayah desa merupakan daerah dataran rendah 
dengan ketinggian rata-rata ± 500 meter diatas permukaan air laut, namun ada satu 
desa yang di dominasi oleh daerah lereng bukit yaitu Desa Timbuseng yang sebagian 
besar penduduknya tersebar di atas Bukit Bollangi. 
Wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang terbentuk sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa. 
Kecamatan Pattallassang dengan luas 84,96 KM sampai pada tahun 2015 
terdiri dari 8 desa yang semuanya merupakan klasifikasi perdesaan, tiga puluh enam 
dusun, delapan puluh dua RW dan seratus lima puluh delapan RT. 
Table 1 







Suatu Lingkungan Setempat (SLS) dibawah 
Desa 
Dusun RW/RK RT 
1. Timbuseng 7.11 8.37 6 11 23 
2. Sunggumanai 11.43 13.45 3 12 21 
3. Pattallassang 8.45 10.05 6 12 24 
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4. Pallantikang 11.13 13.10 5 10 12 
5. Paccellekang 24.95 29.37 4 8 19 
6. Borong Pa’lala 8.40 9.89 3 6 6 
7. Panaikang 5.25 6.18 5 14 28 
8. Jenemadinging 12.70 9.59 4 9 25 
Jumlah 2015 89,42 100 36 82 158 
Sumber : Kecamatan Pattallassang Dalam Angka 
2. Penduduk dan Ketenagakerjaan 
Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa maka penduduk 
Kecamatan Pattallassang tahun 2015 sebanyak 23.414 jiwa. Desa Timbuseng 
terbanyak jumlah penduduknya yaitu 4.818 jiwa (20.62%) dan Desa Borongpalala 
terkecil jumlah penduduknya yaitu 1.668 jiwa (7.12%). 
Sumber penghasilan utama penduduk adalah sektor pertanian dengan tingkat 
persentase keluarga pertanian yang sangat tinggi, yaitu diatas 90% dari tiap-tiap desa. 
Demikian pula dengan keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani jumlahnya rata-
rata 50% per desa dari jumlah keluarga yang ada. 
Komoditi utama hasil pertanian di Kecamatan Pattallassang adalah tanaman 
padi sawah yang berdampak pada penyebaran usaha industri penggilingan padi di 
setiap desa. Selanjutnya diikuti oleh tanaman ubi kayu yang sebagian besar di jadikan 
bahan baku tepung tapioka namun belum ada industri tepung tapioka di dalam 
Kecamatan sehingga sebagian besar petani menjualnya ke pedagang pengumpul yang 
kemudian dikirim ke Pabrik Tapioka di Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan 
Pallangga. 
Table 2 
NO Unit Kerja Jenis Kelamis Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1. Kantor Camat 16 7 25 
2. Pos Koramil 9 0 9 
3. Pos Polisi 16 0 16 
4. Puskesmas 15 40 55 
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5. Dinas Pertanian - 3 3 
6. Dinas P & K 3 1 4 
7. Badan KB dan PP 3 3 6 
8. Badan Pusat Statistik 1 0 1 
9. Dinas Perikanan & Peternakan 1 - 1 
10. Kantor Urusan Agama 4 5 9 
11. Petugas Perkebunan 0 0 0 
12. Ranting PLN 2 - 2 
13. Dep Kehakiman dan HAM 124 51 175 
Sumber : Kecamatan Pattallassang Dalam Angka 
3. Pendidikan dan Kesehatan 
Pendidikan dan Kesehatan mendapatkan prioritas utama yang dicanangkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Hail ini terbukti dengan diberlakukannya 
Pendidikan Gratis sejak Tahun 2008 dan Kesehatan Gratis sejak Tahun 2009 sampai 
sekarang. Dengan adanya program Pendidikan dan Kesehatan Gratis masyarakat di 
Kecamatan Pattallassang menyambutnya dengan sangan antusias, demikian pula 
tempat-tempat pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) 
semakin banyak dikunjungi karena telah di gratiskan dan pelayanan yang terus 
ditingkatkan. 
4. Sosial Budaya 
Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Pattallassang 
yaitu Agama Islam dan sebagian kecil diantaranya yang beragama Kristen dan 
Katholik yang masing-masing agama telah memiliki tempat ibadah (Mesjid dan 
Gereja). Meskipun suku atau etnis yang ada di masing-masing desa cukup bervariasi 
(Suku Makassar, Bugis, Jawa, Tanah Toraja, dsb) tapi kerukunan dan toleransi antar 
warga tetap terpelihara. 
5. Agama 
Penduduk Kecamatan Pattallassang mayoritas beragama Islam, sehingga 
ajaran-ajaran Islam  masih  kuat. Penduduknya taat dalam menjalankan perintah 
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agama, hal ini terlihat dari seringnya kegiatan keagamaan dan Jum’at ibadah, 
kerukunan antar umat beragama tetap dijaga dengan baik serta saling manghargai dan 
saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. 
Tabel 3 
















 J u m l a h 23.414 
Sumber : Kecamatan  Pattallassang dalam angka 
6. Keadaan Demografi 
Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembangunan adalah faktor 
penduduk atau sumber daya manusianya, karena pada hakekatnya tujuan dari 
pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena itu penduduk 
sebagai subjek maupun objek pembangunan harus benar-benar dapat difungsikan dan 
didayagunakan sehingga pelaksanaan pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh 

































































J u m l a h 5.454 23.413 7.704 33 
 Sumber : Kecamatan Pattallassang Dalam Angka 
7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pattallassang 
Tabel 5 
Desa Jenis Kelamin 
Laki-Laki (Jiwa)  Wanita (Jiwa) 




































Jumlah 11.699 11.715 23.414 
 Sumber : Kecamatan Pattallassang Dalam Angka 
B. Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Usia Dini 
1. Pengertian Pernikahan Dini 
Pernikahan dini (Nikah dibawah Umur) sudah menjadi hal biasa di kalangan 
remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya 
pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan dini menjadi topik yang sering 
diperbincangkan sejak dulu sampai sekarang, namun permasalahan ini tidak ada 
habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas.  
Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat 
untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini 
akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-
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hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Bagi pribadi, ini bisa dipahami mengingat 
pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja dan tidak mengenal batas. 
Undang-Undang maupun hukum Islam dalam hal ini fiqih Islam memiliki 
perbedaan dalam menilai layaknya seseorang melakukan pernikahan. Masing-masing 
punya batasan dan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap seseorang yang 
dikategorikan masih di bawah umur atau tidak. Pengertian pernikahan dini akan 
diuraikan dengan melihat perbandingan defenisi antara Undang-Undang dengan 
hukum Islam. 
a) Pernikahan dini (Nikah di bawah umur) menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 
Pada dasarnya untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang lebih 
cenderung terhadap batas umur. Seperti dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan : 
 
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 
Untuk menilai seseorang dalam kelayakan atau boleh tidaknya melakukan 
pernikahan bisa dilihat dari segi umurnya, pria diperbolehkan menikah jika sudah 
mencapai 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun. Maka pengertian dari 
pernikahan dini adalah seseorang yang melakukan pernikahan belum mencapai usia 
yang telah ditentukan Undang-Undang. 
Batasan umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya 
masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. 
Aljazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lakinya 
21 tahun dan yang perempuan 18 tahun.  
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Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun 
untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut 
sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi umur perkawinan tersebut pada 
umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaisya membatasi usia 
perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-
rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya 
berkisar 15 dan 16 tahun.
1
 
Maka dari itu pengaturan usia ini sejalan dengan prinsip pernikahan yang 
mengutamakan tentang kematangan jiwa maupun raganya. Sehingga bisa tercipta 
keluarga yang bahagia kekal tanpa adanya perceraian. 
 
 
b.) Pengertian pernikahan dini dalam perspektif  hukum Islam. 
Lima prinsip dalam hukum Islam yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, 
keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya 
adalah agama menjaga jalur keturunan. Sehingga Islam memberikan jalan yang legal 
dan sah terhadap pemeliharaan keturunan, melalui pernikahan. Karena dengan 
pernikahan akan menjaga terhadap kejelasan keturunan atau generasi.      
Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi  kedewasaan atau baligh. 
Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita tetapi 
sudah memiliki tanda-tanda baligh maka agama membolehkan seseorang melakukan 
pernikahan.  
                                                             
1Tahir Muhammad, “personal law in Islamic countries,” dalam Amiur nuruddin dan Azhari 
Akmal Tarigan, Hukum Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU 
no 1/1974 sampai KHI (Cet.3; Jakarta:kencana, 2006), h.69 
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Kedewasaan (baligh) seseorang bisa dilihat jika seseorang pria sudah pernah 
mimpi basah atau menstruasi bagi wanita. Hal ini senada dengan pendapat Sulaiman 
Rasjid, bahwa kategori baligh meliputi: Cukup berumur lima belas tahun, keluar 
mani, mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.
2
  
Tetapi dalam Islam yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah seseorang 
yang melangsungkan pernikahan namun belum dewasa atau baligh. 
Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh 
adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk 
melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan 
perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara 
biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis 
tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara 
ekonomis dan psikis.  Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi 
nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua 
belah pihak sudah matang jiwa raganya. Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang 
yang bisa melakukan transaksi yaitu baligh, berkal dan pintar
3
 
Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja 
yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia 
yang diridhoi oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan 
terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki kemampuan biologis, 
ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam 
memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan 
saling melengkapi kekurangan masing-masing. 
                                                             
2
 Sulaiman Rasjid,op.cit.,  h. 65. 
3
Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2 (Cet.2;Jakarta :Almahira, 2012), h. 457  
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1. Hakekat Pernikahan Dini menurut Undang-Undang. 
Kalau dicermati secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
pasal 7, yang memberikan batas usia individu sehingga diperbolehkan menikah, pada 
dasarnya yang diperhatikan dan diutamakan adalah jika sudah siap lahir dan batin 
juga kesiapan mental dan fisik. Harusnya pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua 
belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata 
hanya  menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.  
Tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan akibat dari pergaulan yang 
bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah dalam kondisi 
hamil sudah dianggap biasa, bukan lagi masalah yang aneh dan tidak lagi merasa 
malu berada dilingkungannya.  
Makanya persyaratan dalam Undang-Undang Pernikahan sangatlah ketat, 
pertimbangannya ada pada kemaslahatan bagi yang ingin melakukan pernikahan. 
Janganlah  hanya memikirkan kebutuhan biologisnya tetapi pernikahan itu bernilai 
ibadah karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya.  
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor usia tergantung pada 
situasi, kondisi lingkungan di mana seseorang bergaul dan beraktifitas. Dan sangat 
besar pula faktor pendidikan dalam menentukan kematangan dan kedewasaan 
seseorang. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan hal yang bisa dipahami karena 
bisa saja usianya masih muda akan tetapi pemikirannya sudah matang dan dewasa, 




Bahwa usaha untuk melindungi kepentingan anak perempuan yang masih di 
bawah umur dari segala akibat dan konsekuensi dari pernikahan dini, maka 
pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan memiliki kewenangan serta upaya 
dalam menjaga hak setiap wanita, yaitu: 
a) Pencegahan Nikah Pernikahan Dini 
Makna dari pencegahan pernikahan dini meliputi : Pencegahan pernikahan 
dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni menerangkan tugas dari 
Pengadilan Agama, dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pencegahan perkawinan. 
            Selain itu Pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk mencegah 
berlangsungnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan agar 
tidak terjadi suatu pelanggaran hukum. 
Di samping itu, adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 
tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Batas usia ini memberikan penjelasan, 
bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir 
pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.  
Hemat penulis dengan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat 
kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam 
Undang-Undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma 
hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan 
tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti 
kawin siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak dicatat pada pencatat 
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nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974. 
Undang-Undang menilai bahwa seseorang yang sudah dewasa adalah jika 
sudah beumur 21 tahun. Sehingga dibuatkan aturan ketat terhadap seseorang yang 
ingin melangsungkan pernikahan dini. Perlu diakui bahwa peran pengadilan dalam 
hal pencegahan suatu perkawinan dini adalah sangat vital, hal ini terkait dengan 
adanya upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 
permohonan untuk meminta dispensasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur.  
Selain dari pada peran pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, 
maka Undang-Undang Perkawinan juga memberikan upaya pencegahan perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yang 
menyebutkan bahwa:  




Dalam upaya pencegahan perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 
pasal 14 dan 15 Undang-Undang Perkawinan, pihak yang dapat mencegah 
perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, 
saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-
pihak yang berkepentingan (pihak yang masih terikat perkawinan dengan salah satu 
dari kedua belah pihak tersebut dengan dasar masih adanya perkawinan yang sah).  
 
 
                                                             
4
Tim Redaksi Nuansa Aulia, op.cit, h. 80. 
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b) Pembatalan Pernikahan Dini 
Bahwa selain upaya pencegahan perkawinan, maka Undang-Undang 
Perkawinan juga memberikan upaya lain yaitu upaya pembatalan perkawinan. 
Perkawinan tersebut diatas dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang 
Perkawinan), misalnya pelanggaran terhadap batas usia minimum untuk 
melangsungkan suatu perkawinan. 
Sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat dibatalkan 
dengan alasan, sebagai mana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974: Pasal 22, perkawinan tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan Yang 
menyatakan bahwa 
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Selain itu yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: Para keluarga 
dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, suami atau isteri, Pejabat 
yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, Pejabat yang ditunjuk 
tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. Seperti yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-
Undang Perkawinan, yaitu : 
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:  
a.  Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.  
b.  Suami atau isteri.  
c.  Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.  
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d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan     
     setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
     perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
5
 
Ketentuan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
beserta pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dini juga terdapat pandangan 
dan penilaian masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.  
Hal ini akan menjadi pertanyaan apakah sebenarnya pernikahan dini tersebut 
sah secara hukum atau tidak. Meski banyak alasan-alasan yang dikedepankan untuk 
melakukan pernikahan dini misalnya faktor sosiologis, ekonomis maupun religius, 
seperti yang kita pahami bahwa  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (pernikahan) telah menjadi payung hukum untuk suatu perbuatan hukum 
perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap warga Negara. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber hanya sebagian kecil yang 
mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas umur 
diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan. Kebanyakan dari narasumber 
yang menilai bahwa pernikahan dini  lebih cenderung atau sesuai dengan aturan yang 
ada dalam hukum Islam. Bagi mereka, bahwa kategori pernikahan dini  hanyalah 
seseorang yang belum pernah mimpi basah bagi laki-laki dan belum haid bagi 
perempuan. 
Beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini akan kami uraikan 
diantaranya: 
                                                             
5
Tim Redaksi Nuansa Aulia, op.cit., h. 82. 
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“Suddin (Tokoh Masyarakat): bahwa pernikahan dini lebih sepakat terhadap 
peraturan Undang-Undang Perkawinan karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah 
dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang 
Perkawinan”.6 
“Muhammad Nurung. S.Ag (Imam Desa Pattallassang): pernikahan dini 
merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di 
mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum 
pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi 
pisiknya juga”.7  
“Zakariyah (Tokoh Masyarakat): menilai bahwa pernikahan dini ialah jika 
seseoarang yang hendak melakukan pernikahan tetapi masih anak-anak, misalnya 
masih kelas 5 SD meskipun sudah haid, kalau seseorang sudah umur 17 tahunan kira-
kira kelas 2 SMA, maka sudah bisa melakukan pernikahan”. 8 
Dari sekian pendapat informan mengenai pernikahan dini, penulis menilai 
bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari segi 
kesanggupan harus terpenuhi.   
                                                             
6
 Suddin (40 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 
12 September 2016. 
7
 Muhammad Nurung. S.Ag (42 tahun),  Imam Desa Kecamatan Pattallassang, Wawancara, 
Pattallassang, 12 September 2016. 
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Beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagian menggunakan istilah layak 
atau tidaknya seseorang melakukan pernikahan. Beberapa pandangan yang dinilai 
seseorang layak untuk menikah, diantaranya : 
“Baharul (Kepala desa): Menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban 
bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bisa dilihat bagaimana kehidupannya, apakah 
dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan 
sehingga orang tualah yang bisa menilai anaknya sudah bisa menikah atau belum.”  9 
“Saharuddin (Imam Mesjid): umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan 
seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu 
berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-
cepat menikah, mungkin kalau sudah selasai SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi 
bisa melangsungkan pernikahan.”10 
“Sulaiman (Imam Mesjid): kalau mau menikah berarti sudah berani 
mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi 
kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anak-anaknya yang 
menjadi tanggung jawabnya.”11 
Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, penulis menanyakan tentang faktor 
dari pernikahan di bawah umur. Beberapa pandangan yang menilai bahwa salah 
faktor pernikahan dini karena pergaulan bebas, diantaranya : 
                                                             
9
 Baharul (42 tahun), Kepala Desa Pattallssang, Wawancara, Pattallassang, 20 September 
2016. 
10 Saharuddin (41 tahun), Imam Mesjid Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 20 September 2016. 
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“Hamzah (Tokoh Masyarakat): Pernikahan selayaknya berangkat dari segi 
kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah dewasa, 
ekonomi mencukupi, siap fisik dan mental, serta ada kemauan dan kesanggupan 
untuk menanggung dari amanah menjadi kepala rumah tangga.”12 
 “Ismail (Tokoh Masyarakat): memang kalau dilihat pergaulan anak-anak 
sangatlah mengkawatirkan, bisa dibilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas 
kemana-mana berduaan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati tapi tidak ada 
gunanya, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak jaman sekarang meskipun 
belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib keluarga mau tidak mau 
harus dilakukan pernikahan.”13 
 Dari berbagai pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini, penulis 
menilai bahwa selain dari kurang pemahamannya masyarakat akan dampak yang di 
timbulkan dari pernikahan dini juga ada bentuk kepedulian terhadap masa depan anak 
dan generasi, sekaligus bentuk keprihatinan terhadap gaya serta pergaulan anak 
remaja masa kini 
C. Dampak  yang Timbul dari Adanya Pernikahan Usia Dini.  
Dampak pernikahan dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara 
kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-
anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.  
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 Hamzah (45 tahun), Tokoh Masyarakat Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 22 
September 2016 
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Dampak positif dalam pernikahan dini, diantaranya :
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1. Dukungan emosional : Dengan dukungan emosional maka dapat melatih 
kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. 
2. Dukungan keuangan : Dengan menikah di usia dini dapat meringankan 
beban ekonomi menjadi lebih menghemat. 
3. Kebebasan yang lebih : Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan 
mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup 
mereka secara finansial dan emosional. 
4. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini : Banyak pemuda yang masa 
sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua 
mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa 
bergantung pada orang tua. 
5. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.15 
Namun tidak sedikit yang memberikan penjelasan tentang dampak negatif 
yang dialami jika melakukan pernikahan dini. Dampak yang ditimbulkan, bisa saja 
terjadi pada keluarga pelaku pernikahan dini, diantaranya : 
1. Dampak terhadap suami istri  
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti yang telah 
melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan 
kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya 
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Nurung (42 tahun), Imam  Desa Kecamatan Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 12 
September 2016. 
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Alipoetry , “Dampak positif dan negatif pernikahan dini”. 22 September 2016. 









2. Dampak terhadap anak-anaknya  
Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau di 
bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang 
melangsungkan pernikahan dini, pernikahan dini juga berdampak pada anak-anaknya. 
17
 
3. Dampak terhadap masing-masing keluarga.  
Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya pernikahan 
dini juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila 
pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan 
menguntungkan orang tuanya masing-masing. 
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Namun apabila sebaliknya, keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan 
akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya 
biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan 
diantara kedua belah-pihak.  
Banyak sekali fenomena-fenomena pernikahan dini di berbagai daerah 
Indonesia. Berbagai macam dampak negatif yang muncul akibat dari perkawinan dini 
tersebut. Di antara dampak-dampak pernikahan dini ialah menurunnya kualitas 
                                                             
16 Suddin (42 tahun),  Imam Mesjid Kecamatan Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 12 
September 2016. 
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Ismail (39 tahun), Tokoh Masyarakat Pattallassang, Wawancara, Pattallassang, 22 
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18





sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi 
dan seks komersial anak, dan sebagainya.
19
 
 Bagi penulis dengan melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, 
merupakan bentuk kekwatiran terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sudah 
jauh dari norma-norma, selain itu dampak yang ditimbulkan dari siaran televisi yang 
sudah banyak menayangkan hal-hal yang malah memberikan contoh yang tidak baik 
atau tidak memiliki nilai pendidikan didalamnya. Kebanyakan yang ditampilkan 
semata-mata hiburan dan bahkan menjadi penyebab berubahnya pola dan gaya hidup 
pergaulan anak yang semestinya untuk dihindari. 
D. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini. 
a. Ekonomi  
Adanya pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 
sebagian besar disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang 
tua yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggap bahwa dengan 
menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini 
disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab 
suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat 
membantu kehidupan orang tuanya.  
Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, kondisi ekonomi setiap 
keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua 
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keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena 
penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk keperluan sehari-hari.  
Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa mempunyai mata 
pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan 
tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka 
peroleh setiap harinya tidak menentu.  
Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi 
keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki 
pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi.  
Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, kondisi ekonomi setiap 
keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap 
ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut 
penghasilan yang mereka peroleh berbeda ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang 
dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah 
keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang 
tidak tetap. Biasanya mereka melakukan berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas 
pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas. 
Istilah ini biasa disebut dengan pekerja lepas. Kadang kala pemenuhan kebutuhan 
harus dengan cara gali lobang tutup lobang demi mempertahankan roda kehidupan.
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Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki 
tempat tinggal permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk 
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bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian tidak memiliki 
kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Adapun keluarga 
dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, 
pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Sehingga masalah gaya hidup 
yang mewah adalah hal yang biasa.  
b. Kemauan sendiri 
Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Gowa disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya 
pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga 
bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk 
melakukan pernikahan di usia muda.  
Seperti yang disampaikan oleh pelaku pernikahan yaitu Harjhoni dan Pitriani 
yang menurut mereka bahwa pernikahan yang dilakukan memang berawal dari 
hubungan yang dinilai sangat dekat sehingga orang tua mengambil keputusan untuk 
menjodohkan mereka, apalagi bagi keluarga dengan melangsungkan pernikahan 




Hal ini juga disampaikan oleh Ardiansyah yang menikah dengan Rismawati 
keduanya menikah pada tahun  2010 mengatakan bahwa “Kami melangsungkan 
pernikahan pada usia muda dikarenakan kami sudah lama saling mencintai dan kami 
takut apabila kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kerena ia sangat mencintai 
kekasihnya, maka la memutuskan untuk mempercepat pernikahan. Salah satu faktor 
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adalah karena la takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga 
merekapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda.
22
 
Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan 
usia muda kadang kala ada keinginan untuk mempertahankan hubungan yang berawal 
dari hubungan yang sebenarnya bisa merugikan bagi keduanya karena hubungan 
tersebut belumlah resmi sehingga meskipun masih muda tetapi dengan pernikahan 
baginya sangatlah memberikan solusi terhadap hubungan dan kehidupan keduanya. 
c. Pendidikan  
Selain faktor ekonomi ternyata rendahnya pendidikian juga merupakan faktor 
terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat 
SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, apalagi mereka tidak tahu 
masalah peraturan nikah di bawah umur dan orang tua tidak mengetahui adanya 
akibat dari pernikahan dini.  
Disamping perekonomian, pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat 
pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera 
menikahkan anak perempuannya. Mereka  menyatakan bahwa kehidupan 
perekonomian mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai 
ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya 
sekolah sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan 
memintanya untuk menjadi istrinya. maka dengan segera ia mengawinkan anak 
perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu 
meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuaannya.  
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Pendapat penulis terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa sebagian besar disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke 
jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan 
lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri. Jika menurutnya cocok dan baik 
bagi kehidupan keluarganya. 
Ini bisa di lihat dari contoh daftar pelaku pernikahan di bawah 21 tahun 
(Dewasa) dengan pendidikan yang dinilai masih rendah  
Tabel 6 
Daftar Pelaku Nikah di bawah Umur 
NO Nama Pasangan Waktu Nikah Pendidikan 
1 Harimunu- Nurwaeda 13 Juli 2010 SD-SD 
2 Harjhoni-Pitriani 20 November 2010 Mts-Mts 
3 Arifuddin-Arlinda 29 September 2010 SD-SD 
4 Marsidi- Nurmaisa 27 Maret 2011 SD-SD 
5 Sahabuddin-Hardiana 21 Mei 2011 SD-Mts 
6 Muliadi-Nurpahmi 24 April 2011 SMP-SMP 
7 Bahar-Serliyani 18 Desember 2011 SD-SD 
Sumber : Diambil dari data Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang. 
d. Orang tua  
Faktor orang tua merupakan faktor adanya pernikahan usia muda, dimana 
orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak dewasa. Hal ini 
merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang 
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mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. 
Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila 
anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama 
baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua 
ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan dipilihnya 
sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui olek anaknya.  
Wawancara dengan Jaherah binti Madukka, umur 58 tahun  orang tua dari 
pasangan Nur Waedah binti Subaer umur 17  tahun yang menikah pada umur 15 
tahun dengan Harimunu bin Gaffar: “Saya melihat anak saya sudah semakin besar 
dan saya menilai anak saya sudah layak menjadi ibu rumah tangga. Saya tahu anak 
saya sangat rajin dan sangat sabar, apalagi dia telah memiliki seorang pacar yang 
sudah satu tahun pacaran. karena sudah dekat maka saya segera menikahkan anak 
saya. Pihak laki-laki juga punya i’tikad baik dan melamar anak kami. Sehingga Saya 
segera menikahkan anak saya karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang 
dapat mencemari nama baik keluarga.
23
 
Bagi penulis bahwa bisa dipahami alasan yang dikemukakan oleh orang tua 
pasangan Nur Waedah dan Harimunu. Yaitu : Ditakutkan anaknya melakukan 
perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya, dia cepat-cepat menikahkan 
anaknya. Dia merasa anaknya sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan. Karena 
hubungan anaknya dengan kekasihnya sudah terlalu dekat maka ia mengambil 
keputusan untuk segera menikahkan anaknya.  
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e. Hamil diluar nikah 
 Islam sangat memperhatikan kepentingan ummat manusia, tidak terkecuali 
dari segi pergaulan. Banyak di antara manusia yang hidupnya sia-sia karena 
pergaulan yang salah dan sesat. Ini dikarenakan tidak adanya aturan, tidak adanya 
batas ataupun norma. 
Salah satu faktor pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, yang diakibatkan 
dari perzinahan. Adanya hubungan seks bebas meskipun sama sekali tidak memiliki 
hubungan yang sah. Ini semata-mata untuk menutupi aib keluarga. Para Ulama 
mazhab Syafi’i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) 
pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, mengingat bahwa 
perzinaan menurut mereka, adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki 
“kehormatan” sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang 
anak yang akan lahir sebagai akibatnya), Karena itu, tidak ada hambatan untuk 
menikahi perempuan seperti itu.
24
  
Beberapa pendapat mengenai nikah karena hamil sebelum menikah : 
Abdul azis (Tokoh Masyarakat) : Kalau kita dulu meski tidak tinggi sekolah 
tetapi pemahaman tentang agama tetap tinggi, karena tidak ada  televisi. Kita merasa 
diawasi meskipun jauh dari kita. Beda dengan sekarang, teknologi sudah canggih 
apalagi tidak sedikit yang ditampilkan tekevisi hal-hal yang bisa mengundang 
syahwat, serta memberikan contoh yang tidak baik, jadi tidak sedikit yang diikuti 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang persepsi 
masyarakat islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten 
Gowa, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Persepsi masyarakat Pattallassang terhadap  pernikahan usia dini 
merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau 
dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-
laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya 
dengan melihat kondisi pisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh 
masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika 
seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  
2. Dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia dini pada Kecamatan 
Pattallassang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah 
pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap 
keluarga mereka masing-masing. Adapun dampak positif pernikahan dini 
diantaranya : 
a. Dukungan emosional 
b. Dukungan keuangan  
c. Kebebasan yang lebih 





e. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain 
Sedangkan dampak Negatif yang ditimbulkan pada pernikahan dini 
Kecamatan Pattallassang diantaranya :  
a. Dampak terhadap suami isteri 
b. Dampak terhadap anak-anak 
c. Dampak terhadap masing-masing keluarga 
3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah : 
a. Faktor Ekonomi 
b. Kemauan Sendiri 
c. Faktor Pendidikan 
d. Faktor Orang Tua 
e. Faktor Hamil diluar Nikah 
B. Implikasi Penelitian 
Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan 
implikasi sebagai berikut: 
1. Bagi seorang wanita, agar sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas 
yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, 
masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada 
kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun 
moral dimana hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh 





2. Bagi orang tua serta masyarakat Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 
haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus 
dalam perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan,  beberapa 
kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti 
tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt. 
3. Kalaupun harus melakukan pernikahan dini itu harus berdasarkan syarat-
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